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Andi Reski Aprianti

ABSTRAK

ASEAN Convention Against Trafficking in Person Especially Women and Children
(ACTIP) adalah perjanjian regional wilayah ASEAN yang digunakan sebagai
sebuah instrumen hukum yang dapat dijadikan pedoman dasar penanganan kasus
perdagangan orang (khususnya perempuan dan anak) di wilayah ASEAN.
Indonesia telah meratifikasi perjanjian tersebut pada tahun 2015 dan Undang
Undangnya yaitu Undang Undang Ratifikasi ACTIP dikeluarkan pada tahun 2017.
Hal ini yang membuat kebijakan-kebijakan terkait isu perdagangan anak di
Indonesia berpengaruh pada hal tersebut. Namun kompleksitas isu perdagangan
anak khususnya di Indonesia sangat beragam termasuk isu Eksploitasi Seksual
Komersial Anak (ESKA) yang menjadi salah satu industri penyumbang angka
perdagangan anak di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau pengaruh
dan Implikasi pasca keluarnya Undang Undang Ratifikasi ACTIP tahun 2017
terhadap kerangka pengaturan Eksploitas Seksual Komersial Anak di Indoensia.
Menggunakan metodologi kualitatif penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
bagaimana kerangka pengaturan yang ada di Indonesia terkait kasus perdagangan
anak khususnya isu Eksploitas Seksual Komersial Anak di Indonesia pasca
keluarnya Undang Undang Ratifikasi ACTIP tahun 2017. Teknik pengumpulan
data yang digunakan adalah wawancara, desk review, observasi, dan studi
kepustakaan (Library Research) yang bersumber dari buku, artikel, jurnal,

dokumen, tabloid, analisis website yang valid.

Kata Kunci: ASEAN, ESKA, ACTIP



ABSTRACT

ASEAN Convention Against Trafficking in Person Especially Women and Children (ACTIP)
is a regional agreement in the ASEAN region which is used as a legal instrument and basic
guideline for handling cases of women and child trafficking in the ASEAN region. Indonesia
has ratified the agreement in 2015 and the Law, namely the ACTIP Ratification Law, was
issued in 2017. This has made policies related to the issue of child trafficking in Indonesia
have an effect on this. However, the complexity of child trafficking issues, especially in
Indonesia is very diverse, including the issue of Commercial Sexual Exploitation of Children
(CSEC) which is one of the industry that contribute to the number of child trafficking in
Indonesia. This study aims to review the effects and implications after the issuance of the
ACTIP Ratification Act 2017 on the regulatory framework for the CSEC in Indonesia. Using
a qualitative methodology this research aims to find out how the existing regulatory
framework in Indonesia is related to cases of child trafficking, especially the issue of CSEC
in Indonesia after the issuance of the ACTIP Ratification Law in 2017. Data collection
techniques that used in this study are interviews to the related person and parties, desk
review, and library research (Library Research) sourced from books, articles, journals,
documents, tabloids, and valid websites. The author uses qualitative analysis techniques

with deductive writing.
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